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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan;

bahwa pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang penelitian dan pengembangan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu
disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi
Daerah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



2023, No.435

Menetapkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN,
PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan dewan  perwakilan rakyat daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan
pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut
Kelompok JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
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berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi
yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena
alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan
penarikan kesimpulan ilmiah.

S. Pengembangan adalah kegiatan wuntuk peningkatan
manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang telah  terbukti kebenaran dan
keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat
[Imu Pengetahuan dan Teknologi.

6. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau
mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan
implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan
dan teknologi diterapkan.

7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian,
Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan
dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi,
dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.

9. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang
mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta
memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan.

11. Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi
daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah
Perangkat Daerah hasil penggabungan BAPPEDA dengan
BRIDA.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi,
susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA
provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II
PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, DAN KEDUDUKAN

Pasal 3
(1) BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan
dengan peraturan daerah.
(3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja BRIDA ditetapkan
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dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri ini.

(4) Ketentuan pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat
pertimbangan dari BRIN.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa konsultasi aspek teknis meliputi:

a. sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. kesiapan regulasi; dan

c. kondisi penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

(6) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) BRIN berkoordinasi dengan
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah.

(7) Bentuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berupa surat pertimbangan yang disampaikan kepada
pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi
dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

(2) Nomenklatur Perangkat Daerah provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu BRIDA provinsi dan kabupaten/kota.

(3) BRIDA provinsi dipimpin oleh kepala BRIDA provinsi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

(4) BRIDA kabupaten/kota dipimpin oleh kepala BRIDA
kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui
sekretaris daerah kabupaten/kota.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara
menyeluruh  dan  berkelanjutan, dan  melaksanakan
penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, BRIDA menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan
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pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang
memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
penyusunan perencanaan, program, anggaran,
kelembagaan, dan sumber daya Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi
dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai
Pancasila;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi
dan Inovasi di daerah;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset
dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta kemitraan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi
dan Inovasi di daerah;

pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan,
penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta
Invensi dan Inovasi di daerah;

pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan
dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan
teknologi di daerah;

koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/
organisasi Penelitian lainnya di daerah;

koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah;

pelaksanaan administrasi badan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
daerah.

Pasal 7

Susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat

dan kelompok JF.

Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

membawahi:

a. 1 (satu) sekretariat; dan

b. Kelompok JF.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kelompok JF;

Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b terdiri atas:

a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah;
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b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di
daerah.

Pasal 8
Susunan organisasi, tugas dan uraian fungsi BRIDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
JABATAN

Pasal 9
(1) Kepala BRIDA provinsi merupakan jabatan pimpinan
tinggi pratama atau jabatan eselon Il.a.
(2) Sekretaris BRIDA  provinsi merupakan  jabatan
administrator atau jabatan eselon Ill.a.
(3) Kepala Subbagian pada sekretariat BRIDA provinsi
merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 10

(1) Kepala BRIDA kabupaten/kota merupakan jabatan
pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.

(2) Sekretaris BRIDA kabupaten/kota merupakan jabatan
administrator atau jabatan eselon Ill.a.

(3) Kepala Subbagian pada Sekretariat BRIDA
kabupaten/kota merupakan jabatan pengawas atau
jabatan eselon IV.a.

Pasal 11
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan
Kelompok JF pada BRIDA provinsi dan kabupaten/kota
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja.

(3) Sistem kerja Kelompok JF dalam BRIDA berpedoman
pada  ketentuan = peraturan = perundang-undangan
mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah dan
pemerintah daerah.
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BAB V

PENGGABUNGAN BRIDA DENGAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN

Pasal 13

Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan
BAPPEDA.

Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara penggabungan.

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan sebagai berikut:

a.

b.

Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu

BAPPERIDA;

Tipelogi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan

tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel
dari fungsi penunjang urusan pemerintahan
provinsi, kabupaten/kota;

Ketentuan dapat dinaikan 1 (satu) tingkat lebih

tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b jika:

1) digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi
BAPPERIDA tipe B;

2) digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi
BAPPERIDA tipe A; dan

3) digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi
BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang

Fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA

diwadahi paling banyak 2 (dua) kelompok JF yang

pengelompokannya sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 ayat (4).

Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan

BAPPEDA diwadahi dalam 2 (dua) kelompok JF

sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditentukan

sebagai berikut:

1) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu
pengetahuan dan  teknologi di  daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4)
huruf a dikepalai pejabat administrator, dan
membawahi kelompok JF;

2) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan
Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh
kelompok JF.

Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan

BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan

nomenklatur bidang riset dan Inovasi daerah,

dikepalai pejabat administrator dan membawahi
kelompok JF.
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BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Bupati/Wali kota  melaporkan pembentukan BRIDA
kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan
pembentukan BRIDA kabupaten/kota di wilayahnya dan
pembentukan BRIDA provinsi kepada Menteri dan kepala
Badan Riset dan Inovasi Nasional.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan umum terhadap BRIDA dilakukan oleh
Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

(2) Pengawasan umum terhadap BRIDA provinsi dilakukan
oleh Menteri melalui Inspektur Jenderal.

(3) Pembinaan dan pengawasan teknis BRIDA provinsi
dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

(4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap BRIDA
kabupaten /kota.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi
daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus,
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan
perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan
organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA
dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur
dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2017 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah
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Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN, PEMBENTUKAN,
DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH

Susunan Organisasi, Tugas, dan Uraian Fungsi BRIDA

I. Identitas Perangkat Daerah
Nama Fungsi Penunjang : Penelitian dan Pengembangan meliputi
penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi
yang terintegrasi di daerah
Daerah : Provinsi dan Kabupaten /Kota

11, Sekretariat
a. Sekretariat bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan
teknis administrasi kepada BRIDA.
b. Sekretariat dalam melaksanakan tugas BRIDA, menyelenggarakan
fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan  anggaran,
pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber
daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai
Pancasila;

2. merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur
riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan,
lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan
dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF
Substansi.

3. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan
dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

4. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan,
keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta
urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan

5. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

c. Sekretariat terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

d.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan
infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur
riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam,
perlengkapan dan pengelolaan asset, urusan perpustakaan dan
dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil

Negara.

www.peraturan.go.id
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e. Pengelompokkan substansi/Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Sekretariat terdiri atas:

1) Substansi  Program, mempunyal tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan
evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan. serta invensi dan
inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.

2) Substansi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi
penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi
dan pelaporan keuangan dan aset.

1II. Pengelompokan substansi/Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, dalam melaksanakan
tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di
daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan
yvang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, Kerjasama pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerah;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;

d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,
penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di daerah;

e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

2. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian invensi dan inovasi di daerah, dalam melaksanakan
tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan
invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan
kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta
kemitraan invensi dan inovasi di daerah;

c. pemberian bimbinan teknis dan supervise di bidang invensi dan
inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi
dan inovasi di daerah;

d. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
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e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
di daerah;

f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi vang dihasilkan oleh
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
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